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ABSTRAK 

Penyidikan merupakan tahap awal dalam rangkaian proses peradilan pidana yang bertujuan 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana 

sekaligus guna menemukan tersangkanya. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti atas 

suatu tindak pidana tersebut, dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP penyidik diberi wewenang 

untuk melakukan penyitaan. Yang selanjutnya diatur dengan ketentuan Pasal 38 sampai dengan 

Pasal 46 KUHAP. Untuk mengetahui sampai sejauhmana undang-undang mengatur mengenai 

penyitaan dalam proses penyidikan , maka penulis mengidentifikasikan permasalahan menjadi 

3 bagian. Pertama adalah bagaimana bentuk kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan 

pada tingkat penyidikan, Kedua Bagaimana prosedur penyitaan dalam proses penyidikan 

menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dan terakhir Bagaimana konsekuensi 

hukum atas penyitaan yang dilakukan penyidik tanpa izin ketua Pengadilan Negeri yang 

berwenang. Penulisan skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan 

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Untuk menganalisis data-data yang 

diperoleh, maka penulis menggunakan teknis analisis yuridis kualitatif. Setelah melakukan 

penelitian dari permasalahan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penyitaan 

merupakan kewenangan tunggal yang dimiliki penyidik yang bentuk dan prosedur 

pelaksanaannya diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP. Namun kewenangan 

yang dimiliki penyidik untuk melakukan penyitaan tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan 

dan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. 

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Dalam Penyitaan, Berdasarkan Pasal 39 jo. Pasal 

46 KUHAP 
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ABSTRACT 

Investigation is the initial stage in a series of criminal justice processes that aims to find and 

collect evidence to clarify a crime and to find the suspect. To find and collect evidence of a 

crime, in Article 7 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code, investigators are 

given the authority to conduct confiscation. Which is further regulated by the provisions of 

Articles 38 to 46 of the Criminal Procedure Code. To find out to what extent the law regulates 

confiscation in the investigation process, the author identifies the problem into 3 parts. The 

first is what form of authority the investigator has in conducting confiscation at the 

investigation level, Second, what is the procedure for confiscation in the investigation process 

according to the Criminal Procedure Code. And finally, what are the legal consequences of 

confiscation carried out by investigators without permission from the authorized head of the 

District Court. The writing of this thesis uses analytical descriptive research specifications 

using the normative legal approach method. To analyze the data obtained, the author uses 

qualitative legal analysis techniques. After conducting research on the above problems, the 

author can conclude that confiscation is the sole authority held by investigators whose forms 

and implementation procedures are regulated in Articles 38 to 46 of the Criminal Procedure 

Code. However, the authority held by investigators to conduct confiscation cannot be 

implemented without the approval and permission of the Head of the District Court. 

Keywords : Criminal Law Enforcement, In Confiscation, Based on Article 39 in conjunction 

with Article 46 of the Criminal Procedure Code 
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